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LANDASAN HUKUM

Pasal 50 ayat (3) PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

a. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan
daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
per UU -an. 

b. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja wajib, Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah
berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran
DTU diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan. 
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RUANG LINGKUP

1) PMK mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Penundaan Penyaluran DTU atas pemenuhan
belanja wajib:

a. Belanja Pendidikan (paling sedikit 20 persen dari dari total Belanja Daerah yang 
dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan. 

b. Belanja Kesehatan (paling sedikit 10% dari total Belanja Daerah tidak termasuk
belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan);

c. Belanja Wajib yang bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai arah kebijakan
penggunaan DTU dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran
berkenaan (menggantikan nomenklatur Belanja InfrastrukturDaerah); dan

d. Alokasi Dana Desa (ADD)

2) Khusus Belanja Wajib ADD, sanksi diatur dalam PMK tersendiri yaitu PMK
257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan
Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
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DJPK melakukan evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib (menghitung
besaran setiap belanja Wajib yang dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berkenaan dibandingkan dengan yang seharusnya dianggarkan.
(Pasal 4)

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan belanja wajib tidak terpenuhi, DJPK
menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat
hari kerja terakhir bulan Maret. (Pasal 7 ayat (1))

Pemerintah Daerah menyampaikan surat tanggapan dilengkapi dengan
data/informasi bukti pendukung kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dalam hal
Pemerintah Daerah tidak sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib
dalam surat konfirmasi. (Pasal 7 ayat (3))

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT 
PEMENUHAN BELANJA WAJIB (1/3)
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Berdasarkan surat tanggapan dari Pemerintah Daerah, DJPK melakukan
evaluasi kembali atas pemenuhan Belanja Wajib. Dalam hal DJPK tidak
menerima surat tanggapan dari Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah
sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib dalam surat konfirmasi.
(Pasal 7 ayat (7))

DJPK melakukan penundaan penyaluran DTU paling sedikit 5% dari total
selisih kurang belanja wajib yang seharusnya dianggarkan dalam APBD.
Penundaan penyaluran DTU dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. (Pasal 9 ayat (1))

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah
menganggarkan selisih kurang belanja wajib dalam perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan dan disampaian kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir minggu
ketiga bulan September. (Pasal 9 ayat (6))

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT 
PEMENUHAN BELANJA WAJIB (2/3)
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DJPK melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja

kesehatan, dan/atau Belanja yang Bersumber dari DTU dalam perubahan

APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan laporan belanja yang

bersumber dari DTU. (Pasal 10 ayat (1))

Dalam hal hasil evaluasi Belanja Wajib dalam perubahan APBD telah

terpenuhi, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda secara

sekaligus pada periode berikutnya. (Pasal 11)

Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran

berakhir, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda paling

lambat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran

berjalan. (Pasal 12)

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT 
PEMENUHAN BELANJA WAJIB (3/3)
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Lampiran PMK 207/2020, Format Laporan Belanja yang bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai
arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan

Merupakan syarat salur DAU bulan
Februari
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TERIMA KASIH



DAERAH

KEMENKEU 

c.q. DJPK (Dit. 

ESI)

KPA BUN

Pengelolaan DTU

Daerah menganggarkan belanja

wajib

Evaluasi atas

pemenuhan
belanja wajib

dalam
APBD/Laporan

(21 Maret)

Tidak

Ya

KMK penundaan penyaluran DTU atas

tidak terpenuhinya belanja wajib
(14 Mei)

Usulan 

permintaan 
penundaan 

penyaluran 
DTU(Hari kerja

terakhir bulan
April)

Memenuhi?

Surat Konfirmasi 

(hari kerja terakhir
Maret)

Tanggapan 

surat konfirmasi 
(21 April)

selesai

Persetujuan

penundaan 
penyaluran DTU 

(7 Mei)

KPA BUN

Penyaluran TKDD
KMK penundaan penyaluran DTU atas tidak terpenuhinya belanja wajib.

Penundaan DAU bulan Juni

KMK penundaan penyaluran DTU 

atas tidak terpenuhinya belanja wajib

Penundaan penyaluran DTU

Menganggarkan

selisih kurang pada
perubahan APBD 

TA Berjalan
Daerah menyampaikan laporan

Belanja yang Bersumber dari
DTU

(paling lambat 14 Februari)

KMK penundaan penyaluran DTU atas

tidak terpenuhinya belanja wajib

Evaluasi kembali

(belanja wajib tidak
dipenuhi Pemda)



DAERAH

KEMENKEU 

c.q. DJPK 

(Dit. ESI)

KPA BUN

Pengelolaan

DTU

Berdasarkan KMK, Pemda

menyampaikan perubahan APBD TA 
Berjalan atas selisih kurang pemenuhan

belanja wajib
(hari kerja terakhir minggu ketiga bulan

September) 

Evaluasi

pemenuhan
belanja wajib

(7 hari kerja)

Memenuhi ?

Penundaan berlanjut dan

Penyaluran sekaligus paling lambat 
2 (dua) hari kerja sebelum akhir 

tahun anggaran berjalan

Tidak

Ya

Ya

KPA BUN
Penyaluran

TKDD penyaluran kembali DTU

usulan permintaan penyaluran 

kembali DTU yang ditunda
(5 hari kerja)

Tidak

Rekomendasi 

penyaluran kembali 
DTU


